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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana Pengelolaan
Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif,
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui
dokumentasi, observasi dan wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan konsep siklus
anggaran menurut Soleh dan Rochmansjah, meliputi perencanaan anggaran, pembahasan
dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 sudah
cukup baik, namun dari keempat dimensi yang menjadi indikator penulis dalam
menganalisis Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan terdapat satu indikator yang belum
berjalan dengan baik, yaitu indikator perencanaan anggaran program dan kegiatan. Pada
indikator perencanaan anggaran program dan kegiatan dasar pedoman yang digunakan
hanya berpedoman pada Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah saja dan belum berpedoman kepada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor.94/PMK 02/2017 Tentang Penunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga yang memuat
lebih rinci lagi mengenai penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Kata kunci : Pengelolaan Anggaran
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ABSTRAC

This research is entitled, "Budget Management of Programs and Activities in the
Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra
Province in 2017". The background to the selection of titles in this study is the
management of budget programs for office administration services and programs for
improving the facilities and infrastructure of the apparatus that have not been realized to
the maximum, marked by a budget absorption of only 0%. This study aims to get an
overview of how the Program and Activity Budget Management in the Regional
Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province
2017. The type of research in this thesis is descriptive, using qualitative research methods.
The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques
are carried out through documentation, observation and interviews. The focus of this study
uses the concept of the budget cycle according to Soleh and Rochmansjah, including
budget planning, discussion and determination of the budget, implementation of the budget
and budget accountability. The results showed that the Budget Management of Programs
and Activities in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional
Secretariat of South Sumatra Province in 2017 was good enough, but from the four
dimensions that became the indicator of the author in analyzing Program and Activity
Budget Management at the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional
Secretariat of South Sumatra Province there is one indicator that is not yet running well,
namely the program and activity budget planning indicators. The budget planning
program and basic activity indicators used are based only on the Ministry of Home Affairs
Regulation No. 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Minister of Home
Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial
Management and have not been guided by the Regulation of the Minister of Finance of the
Republic of Indonesia Number. 94 / PMK 02/2017 concerning Guidance for Preparation
and Review of Work Plans and Budgets of the State Ministries / Institutions which contains
more details regarding program and activity budgeting.

Keywords : Management of Budgetting
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara dari semua urusan pemerintahan.
Pemerintah daerah itu sendiri di pimpin oleh seorang Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan
dan kepentingan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
beberapa kali telah diubah, perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Sejak diberlakukannya
undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk
pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan
efisien.

Pada pemerintah daerah, semua urusan dan kepentingan yang ada dalam
pemerintahan tersebut di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD

menjadi landasan atau pendoman dalam pengelolaan keuangan di suatu pemerintahan



daerah dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Tujuan dan fungsi APBD pada
prinsipnya sama dengan tujuan dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran peting dimana anggaran
merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang
terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan
masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap
organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih
berorientasi pada terciptanya good public dan good governance.

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran,
pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena
dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tertera dalam undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah
(PP 24 tahun 2005). Disamping undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah tersebut,
Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri No. 59 tahun 2007. Kemudian terakhir kali diubah Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kata lain, semua



peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah.

Seiring bergulirnya Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan penerapan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), maka
terbentuklah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang merupakan unsur staff dalam
Tata Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga susunan Organisasi yang semula
terdiri dari 4 Asisten dan 12 Biro berubah menjadi 3 Asisten dan 8 Biro.

Terbentuknya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menunjukan kesungguhan
pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal
yang penting, sementara itu pemerintah selaku pelayan masyarakat harus dapat
memberikan pelayanan prima berdasarkan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah didukung oleh Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan, artinya setiap bidang

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya harus dianggarkan pagu



dana yang telah disetujui dan disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat rencana kerja dan program
kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017:

Tabel 1 Daftar Program/Kegiatan dan Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

No. Program/Kegiatan

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

¢. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Derah, Luar Daerah dan Luar Negeri

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Il Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Verifikasi Pengganti Antar Waktu Dprd Provinsi/Kab/Kota

V. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

a. Penyususnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintad Daerah (LPPD)

b. Penyususnan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur
Sumatera Selatan

c. Penyelenggaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

o

Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Ketua/Anggota DPRD
Prov,Sumsel Ke Luar Negeri

Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan KDH/WKDH

Pembinaan Dan Deks Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

U

enataan daerah otonom baru

Fasilitas Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Atar Daerah

Pembakuan Nama Rupa Bumi

Pengukuran, Pemerataan Dan Pemasangan Pilar Permanen Atar Provinsi

Pengukuran, Pemerataan Dan Pemasangan Pilar Permanen Atar Kabupaten/Kota

| o|alo|o|

Pembinaan Regulasi Otonomi Daerah Prov.Sumsel Tentang Urusan Konkruen
Pasca Penetapan UU 23 Tahun 2014

g. Pembinaan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Di Daerah
Otonomi Baru

VI Kerjasama Wilayah Perbatasan

a. Pembinaan Dan Pemantauan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di
Daerah Prov. Sumsel

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel



Tabel diatas merupakan program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017. Dimana, program dan
kegiatan tersebut dibuat dan direncanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK). Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) merupakan orang yang mempunyai
kewenangan untuk membuat, mengusulkan dan merencanakan program atau kegiatan yang
akan dibuat dan di anggarkan. Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa ada 6 program dan 19
kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 dapat dilihat bahwa pengelolaan
anggaran menjadi suatu hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan setiap
tahun selalu menargetkan 100% untuk program-program yang telah direncanakan dapat
terealisasi. Akan tetapi, pada kenyataannya program-program yang telah direncanakan
tersebut belum bisa merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini adalah laporan realisasi keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015:

Tabel 2 Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
Keuangan (Rp) %
1. | Peningkatan Kapasitas Lembaga 347.620.000 329.319.100 94,73
Perwakilan Rakyat Daerah
2. | Peningkatan Pelayanan 660.200.000 658.250.684 99,70
Kedinasan KDH/WKDH
3. | Penataan Daerah Otonom Baru 188.000.000 187.908.505 99,95
4. | Kerjasama Wilayah Perbatasan 705.000.000 691.154.170 98,03
Jumlah 1.900.820.000 | 1.866.632.459 98,20

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel diatas merupakan laporan realisasi anggaran pada Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dapat dilihat terdapat empat
program kerja dengan jumlah pagu dana pada sebesar 1.900.820.000 (satu milyar sembilan
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ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 98,20% dengan target 100% dan
dapat dilihat bahwa program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
menjadi program dengan realisasi keuangan yang paling rendah hanya menyerap anggaran
sebesar 94,73%. Sedangkan program Penataan Daerah Otonom Baru menjadi program
yang paling baik menyerap anggaran dengan realisasi sebesar 99,95%.

Tabel 3 Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
Keuangan (Rp) %
1. | Peningkatan Kapasitas Lembaga 178.043.600 177.603.600 99,75
Perwakilan Rakyat Daerah
2. | Peningkatan Pelayanan 1.886.409.420 | 1.885.844.803 99,97
Kedinasan KDH/WKDH
3. | Penataan Daerah Otonom Baru 48.957.700 48.957.700 100
4. | Kerjasama Wilayah Perbatasan 202.914.280 202.393.200 99,74
Jumlah 2.316.325.000 | 2.314.799.303 99,93

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel realisasi keuangan diatas dapat dilihat bahwa program Kerjasama
Wilayah Perbatasan menjadi program dengan realisasi keuangan yang paling rendah
dengan hanya menyerap anggaran sebesar 99,74%. Sedangkan program Penataan Daerah
Otonom Baru menjadi program yang paling baik menyerap anggaran dengan realisasi
sebesar 100% seperti laporan realiasasi anggaran tahun 2015 program Penataan Daerah
Otonom Baru juga menyerap anggaran dengan baik.

Tabel 4 Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi
Keuangan %

1. | Program Pelayanan Administrasi 959.947.015 0 0%
Perkantoran

2. | Program Peningkatan Sarana dan 250.000.000 0 0%
Prasarana Aparatur

3. | Peningkatan Kapasitas Lembaga 30.000.000 28.679.425 | 95,60%
Perwakilan Rakyat Daerah

4. | Peningkatan Pelayanan 1.100.000.000 | 1.028.368.230 | 93,48%
Kedinasan KDH/WKDH




5. | Penataan Daerah Otonom Baru 2.359.000.000 | 2.321.288.285 98,40%

6. | Kerjasama Wilayah Perbatasan 250.000.000 248.524.700 | 99,41%

Jumlah 3.739.000.000 | 3.626.860.640 | 97,00%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya pada realisasi keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 pada program Penataan Daerah Otonom Baru terjadi
penurunan penyerapan anggaran, berbeda dengan tahun sebelumnya realisasi program
Penataan Daerah Otonom Baru mencapai target 100% akan tetapi pada tahun 2017 hanya
menyerap 98,40%. Kemudian pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur penyerapan anggaran sebesar 0% ini
menandakan bahwa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2017 masih ada dua program yang tidak terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan paparan di atas, dapat terlihat bahwa dari realisasi keuangan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provisi Sumatera Selatan pada tahun 2017 masih
menyisakan anggaran, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyerapan anggaran yang tidak
mencapai target dan terdapat dua program Kkerja yang tidak terealisasi. Ini menandakan
bahwasannya aspek pengelolaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provisi Sumatera Selatan pada tahun 2017 belum bisa dilaksanakan dengan baik. Dana
tersebut harusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat bahwa penyusunan
anggaran ditetapkan berdasarkan anggaran bebasis kinerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
dalam mengenai “Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017”.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan perumusan
masalah penelitian ini yaitu :
Bagaimana Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 20177?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran
tentang Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, harapan kami manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya
wawasan di bidang ilmu administrasi negara terutama mengenai Pengelolaan Anggaran
Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

Bagi objek penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya
meningkatkan kinerja pegawai khususnya kinerja pegawai di Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola anggaran program dan

kegiatan.



Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun
sebagai referensi tulisan mengenai Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada
pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2017.

‘Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi aplikasi dari pengetahuan

yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan nyata.
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